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BAB |1
PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN

BEDA AGAMA

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan
1. Biodata

Siti Musdah Mulia lahir 3 Maret 1958 di Bone, Suési Selatan.
Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah HanBuaidah
Achmad.® Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang
menyelesaikan pendidikan di Pesantarud Dakwah al-IrsyadDDI),
Pare-Pare, sedang ayahnya pernah menjadi Komanaeyd@h dalam
Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang udian dikenal
sebagai gerakan DI/TIl di Sulawesi Selatan. Diteludebih ke atas,
silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidggama. Kakek dari
Ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid aera di jamaah
tarekat Khalwatiyal.

Musdah adalah perempuan pertama meraih doktor daidamg
pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), dgan disertasiNegara
Islam: Pemikiran Husain Haikal (diterbitkan menjadbuku oleh
Paramadina tahun 2000)erempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai
Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Dep. Agé&h®99) dengan

Pidato Pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur Agama

! Siti Musdah Mulia,Muslimah Reformis:Perempuan Pembaru Keagam&andung:
PT. Mizan Pusaka, 2005, him. xiii.
2 http//www.icrp-online.org, diunduh pada tanggad&il 2012, jam 10. 46 WIB.
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(Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat I|Ega dan
Demokratis) Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAMapad
tahun 2007 dalam peringatéarternational Women Daydi Gedung Putih
AS, menerima penghargadnternational Women of Couragmewakili
Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoledzige. Akhir tahun
2009 menerima penghargaan internasional dari Mlyman of The Year
2009°

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen tidag th I1AIN
Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muosindonesia,
Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitlagktur Agama,
Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Depaein Agama Pusat,
Jakarta (1990-1999); Dosen Institut limu-llmu AliGu (11Q),
Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan Al-Watlahi Pusat, Jakarta
(1995- sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakde®7- sekarang);
Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-20@dxf Ahli Menteri
Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Peabag
Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2Q0Mm Ahli Menteri
Tenaga Kerja R.l. (2000-2001); Staf Ahli Ment&gama R.| Bidang
Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (28kdrang). Selain,

sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi émai(instruktur) di

% |bid.



30

berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokksM, pluralisme,
perempuan, dan Civil Society.

Di samping pegawai negeri sipil (PNS), sejak matvesiMusdah
dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan orratsl LSM
Perempuan. Dalam beberapa organisasi ia pun meifaitilatan penting
diantaranya:

1. Ketua Wilayah IPPNU Sulsel (1982-1985);

2. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990);

3. Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990);

4. Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995);

5. Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia (1996200

6. Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majlis Dakwahniglah
(1999-2005);

7. Wakil Sekjen PP Muslimat NU (2000-2005);

8. Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004);

9. Pendiri dan Direktur Lembaga Kajian Agama dan Je(it98-2005);

10.Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005);

11. Ketua UmumIndonesia Confrence on Religion and Ped@€07-
sekarangf.

2. Pendidikan
Pendidikan formal Musdah dimulai dari SD di Surabayang

ditamatkannya pada tahun 1969, kemudian dia maswdrddah

4 Siti Musdah Mulia,Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridlteshi,
Bandung: Marja, 2011, him. 347.
® http//www.icrp-online.org, diunduh pada tangga&il 2012, jam 10. 46 WIB.
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Tsanawiyah di Pondok Pesantren Asadiyah Sengkabgkota
Kabupaten Wajo. Pondok As’adiyah Sengkang termasalah satu
pondok pesantren terkemuka di Sulawesi Selatank segbelum
kemerdekaaf.

Setelah tamat di Pesantren Sengkang 1973 Musdahia Mul
melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makas
Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin sduruDakwabh,
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, lalu mygelesaikan
Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di &skalab, IAIN
Alaudin, Makasar; selanjutnya Program S2 Bidangaraéj Pemikiran
Islam dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik IsldmIAIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta.

Musdah Mulia banyak mengikuti pendidikan nonfornzaltara
lain:

1. Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil SocidtyUniversitas
Melbourne, Australia. (1998);

2. Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Giangkorn,
Thailand (2000);

3. Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Deimikr
(International Visitor Programyi Amerika Serikat (2000);

4. Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemamp di

Universitas George Mason, Virginia, Amerika Seri{@Qd01);

® Marwan Saridjo,Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Muliatap
Berjilbab, Jakarta: Penamadani, 2005, him. 69
" Ibid. him.70
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5. Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Luisiyedia (2001);

6. Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemamp
Perempuan di Bangladesh Institute of Administraticand
Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002);

7. \Visiting Professor di EHESS, Paris, Perandi®@;

8. International Leadership Visitor ProgramlyS Departement of State,
Washington (2007.

B. Karya-Karya Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia adalah tokoh wanita muslim yang prdifiula banyak
menulis buku dan artikel dalam bidang perempuandege agama, pluralisme
dan kemanusiaan yang dimuat dalam jurnal-jurna¢mpeuan. Karya-karya
tersebut antara lain: Negara IslaRemikiran Politik Haikal (Jakarta:
Paramadina, 2000)slam Menggugat Poliganti Jakarta: Gramedia, 2000);
Seluk-Beluk lbadah Dalam IslafnJakarta: As-Sakinah, 2002Muslimah
Reformis: Perempuan Pembaru KeagamadBandung: Mizan, 2005);
Perempuan dan Politik (Jakarta: Gramedia, 2005)slam dan Inspirasi
Kesetaraan Gender(Yogyakarta: Kibar Press, 2007Nuslimah Sejati:
Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha llaiBandung: Marja, 2011)slam
dan Hak Asasi ManusigYogyakarta: Naufan, 2010); Mufradat Arab Populer
(1980); Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (19B8§prah dan Pengantar
[Imu Hadis(1995);Sejarah dan Pengantar lImu Tafgit995);Lektur Agama

Dalam Media Massa, Dep. Agan(&999); Anotasi Buku Islam Kontemporer,

8 Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (edernikahan Beda Agama: Kesaksian,
Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakdakarta: Komnas HAM, 2010, him. 367.
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Dep. Agama (2000)Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)
LKAJ (2001); Pedoman Dakwah Muballighat<P-MDI (2000); Analisis
Kebijakan Publik Muslimat NU (2002)Meretas Jalan Awal Hidup Manusia:
Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak ReproduykEKAJ (2002); Islam and
Violence Against WomenKAJ, Jakarta, (2006)Poligami : Budaya Bisu
yang Merendahkan Martabat Perempudbar, Yogyakarta (2007)Menuju
Kemandirian Politik PerempuarKibar, Yogyakarta (2008).

Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (199Bnsiklopedi
Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur'an (2p08erta sejumlah
artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmidlajk di dalam maupun
luar negeri.

. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Kebolehan Pernikahan Beda
Agama
1. Pendapat M usdah Mulia tentang Per nikahan Beda Agama

Musdah Mulia berpendapat mengenai nikah beda agsebagai
berikut;

Boleh saja, kenapa!, karena tidak ada ayat ataupaois yang

melarangnya. Demikian juga para ulama apakah ada&pké&atan

mengenai larangan menikah beda agama, tidak kam Basih bisa
memahami nikah beda agama itu dilarang jika yangjaxé alasan
pelarangannya adalah nikah beda agama ini digunk&dok untuk
konversi agama, Islamisasi, Kristenisasi dan semaga, atau modus
operandi kegiatan perdagangan perempuan dan aasikyang akhir-
akhir ini semakin marak. Maka dari itu dalam Couritegal Draft
saya katakan, perkawinan beda agama itu diboledkagan syarat
pasangan meminta ijin dispensasi kepada pengadittuk menikah

beda agama, hal demikian untuk menghindari halyeig tak
diinginkan tersebui.

® Wawancara Il dengan Siti Musdah Mulia.
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Musdah Mulia termasuk mengikuti pendapat yang meehmiian nikah
beda agama ini terlihat dalam menanggapi nikah bgdaa dia menyatakan
sebagai berikut:

“Semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahtara

Muslim dan non-Muslim atau pernikahan lintas-agarhanya

merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ditemukan daditupa teks Al-

Quran dan hadis yang secara tegas dan (getth’i) melarang atau

membolehkannya. Menurut kaidah figih ketiadaan|dgli sendiri

justru adalah sebuah dafiadam al-dalil huwa al-dalil).Artinya, jika
dalam suatu perkara tidak ditemukan nash atauytkg secara tegas
melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke huksal. Salah
satu kaidah figih menyebutkan bahwa dalam urusaanmalah, seperti
pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau Haledshl fi al-
asyya’ al-ibahah.*°

Pernyataan Siti Musdah Mulia menunjukkan bahwa mala
pandangannya, pernikahan muslim dan non-muslimahddiperbolehkan itu
merupakan persoalaiftihadi, hukum yang dihasilkan berdasarkaihad
(figih). Sebagai hasil pemikiran manusia, figihelgaruhi oleh faktor-faktor
sosio-kultural masyarakatnya oleh karena itu shasilijtihad tidak mungkin
berlaku abadi sepanjang masa. Boleh jadi sugibad cocok untuk
masyarakat tertentu, tetapi belum pasti cocok ufairknya yang memiliki
budaya yang berbeda.

Mengenai pernikahan laki-laki non muslim dengan epguan
muslimah, para ulama bersepakat tentang keharammatetgpi Musdah tidak
setuju dengan pendapat para ulama, karena menardnyumen yang

dibangun oleh para ulama adalah argumen sosidtadian argumen teologis

(berdasarkan Al-Quran dan Hadis) yang sering di@diargumen para ulama

0'siti Musdah Mulia,Muslimah Reformis:Perempuan Pembaru Keagam&samdung:
PT. Mizan Pusaka, 2005, him. 70.
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mengapa perempuan tidak boleh karena selamanyanpea@ itu lemah
dikhawatirkan dia ikut agama suaminya, hal ini dagasa lihat dalam
pernyataannya sebagai berikut;

Kenapa laki-laki bisa perempuan tidak bisa lagi-lsaya membaca
karena dalam penciptaan manusia dalam banyak akatakin ini
jailun fil ardhi khalifah itu kan laki-laki dan perempuan karena itu
setiap manusia saya membaca dadgashidus syariahnyaujuan
dasar penciptaan manusia itu adalah untuk meRjaalifah fil ardhi
manajer sebetulnya, dalam kehidupan di bumi lahlakirlaki dan
perempuan tidak ada bedanya. Pemikiran-pemikirpargdtu karena
pengaruh budaya Arab budaya-budaya patriarkhi, yautisodal.

....... apa bedanya secara esensial laki-laki desnpgmuan, apa bedanya
secara esensial kita sama-sama manusia, sebagasimdapi yang
membedakan hanya gender laki-laki dan perempuan depara
esensial sebagai manusia apa bedanya? Kita samaalimasia kenapa
laki-laki boleh perempuan gak boleh, tapi kalo ard&a seluruh
argumen seluruh analisis yang di bangun oleh ulapesempuan
nggak boleh karena selamanya perempuan itu lenkhwatirkan dia
ikut agama suaminya, itu loh coba cari mana argureelogisnya gak
ada mas, gak ada Al-Qurannya gak ada hadisnya, ls#ga semua,
kalo argumentasinya itu argumentasi sosiologis y@rka perempuan
begitu lemah, karena perempuan nanti diajak ke agamminya, itu
kan argumentasi-argumentasi ya karena ketakutaatadmn, bahkan
menarik penelitan UIN Jakarta 80 persen dari pere&an yang
menikah beda agama itu justeru anak-anaknya ikunyis*

Musdah Mulia juga mempertanyakan fatwa MUl Pusatingya
mengharamkan semua bentuk pernikahan beda agammasték pernikahan
laki-laki muslim dengan perempuan non muslim walaug@ari kalangan ahlul
kitab. Alasan MUI, karena kerusakamdfsadalh yang ditimbulkan dari
pernikahan beda agama itu lebih besar daripadaikeebgnaslahah yang
didatangkannya, terutama bagi kaum muslimin. Kaiflgih yang dipakai
adalah tlar’ al-mafasid mugoddam ‘ala jalb al-mashdalifmenghindari

bahaya didahulukan daripada mengambil maslahat), imia merupakan

1 Wawancara dengan Siti Musdah Mulia di kantor IGRRBa tanggal 2 Juli 2012
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tindakan preventif. Dalam menanggapi hal tersebutsddh mengatakan
bahwa fatwa MUI tersebut tidak bisa dijadikan lasata hukum, karena
pertimbangan MUI itu tidak selamanya hukum haramaliapi lebih banyak
kemaslahatal?:

Tetapi karena realitas di masyarakat banyak tegadnikahan beda
agama dan dari segi syar'i dimungkinkan pendaptat ska ulama, Musdah
berpandangan, negara harus membuat regulasi ygrag neengartikulasikan
kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi semhak pdi dalam
masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tugas pemerintah, Musdalpebdapat
bahwa negara tidak punya hak untuk melarang pdraikbeda agama karena
negara Indonesia bukanlah negara yang berlandadgama Islam tetapi
berdasarkan atas Pancasila yang mengakui keberagdb@am hal ini
menurutnya pemerintah tidak boleh mengatur orang beagama apa dan
mau menikah dengan siapa, hal yang sama juga sitagaoleh Khafid
direktur pelaksana ICRB.

“Negara harus memberi koridor kepada mereka yangerag

kesadaran untuk memilih sebagaimana negara merahek&ridor

kepada mereka yang tidak nikah beda agama negaws bardiri
netral sikap adil kepada semua warga negara, kyaama dibutuhkan
warga negara adalah pencatatdn.”

Konkritnya menurut Musdah dalam urusan pernikahsggara

seharusnya segera melakukan perubahan minimal dadamhal: pertama

melakukan perubahan Kompilasi Hukum Islakedua merevisi Undang-

12 i

Ibid.
13 Wawancara dengan Khafid direktur pelaksana ICRP
4 Wawancara dengan Musdah Muli.cit.
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undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan memiuodang-undang
catatan sipil yang reformisketiga mencabut fatwa MUI yang berkaitan
dengan pernikahan beda agama.

2. Pandangan M usdah Mulia Terhadap KHI

Saparinah Sadli dalam pengantar buku “Muslimah Re&S
menyebutkan bahwa Musdah Mulia merupakan feminiamisindonesia,
karena dia seorang Muslimah Indonesia yang dalangaralisis berbagai isu
penting sekitar kehidupan perempuan dengan meikijak suci al-Qur'an
sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberashpesa. Hal ini sangat
penting untuk diperhatikan, mengingat masih banyatempuan yang tidak
sadar bahwa dia mengalami opresi, diskriminasgnufiiatkan pada kelas dua
dan bahwa mereka diperlakukan tidak adil.

Dalam gagasannya yang kerap menyulut kontroversirianjadikan
pemikiran Musdah tidak jarang mendapatkan laratkgaas oleh pemerintah,
saat gagasannya coba dipublikasikan. Konsgpality yang diusung oleh
Musdah memunculkan reaksi keras, salah satunyaMiasdah dan timnya
memunculkan ide untuk melakukan revisi terhadap pitasi Hukum Islam
(KHI), melalui Counter Legal DraftKHI. Keberanian Musdah Mulia ini,
sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso balyedais ada semangat
baru. Semangat baru itu merupakan modal awal tEggkitnya satu bentuk

solidaritas menghadapi tantangan bersama.

15 Siti Musdah Mulia, op.cit., him. 72.
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Soal bagaiman kritikan Musdah terhadap KHI, iniadénakan bahwa;
pertama, sebagian besar isinya tidak mengakomodasi kemamtirpublik
untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliteglis, dan demokratis.
Sejumlah hasil penelitian, baik dalam bentuk tedisertasi, atau lainnya
menyimpulkan bahwa KHI dalam dirinya mengandungrségh persoalan.

Kedua,KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empigonesia,
melainkan lebih banyak diambil dari penjelasan radifirtafsir-tafsir ajaran
keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbangkaaslahatan bagi
umat Islam Indonesia. KHI mengutip nyaris sempuseturuh pandangan
figih klasik sehingga tidak salah jika disimpulkdrahwa telah terjadi
sakralisasi figih klasik.

Ketiga, sejumlah pasal KHI bersebrangan dengan prinsigsjpridasar
Islam yang Universal diantara nya prinsip keadikemaslahatan, kerahmatan,
kebijaksanaan, kesetaraan, dan persaudaraaan.

Keempat, sebagaian pasal KHI berseberangan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada seperti, amandemenTdbiih 1945, UU No.
7 tahun 1984 tentang segala bentuk diskriminasiattap perempuan, UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya samgahekankan upaya
perlindungan dan terhadap hak asasi perempuan. kizemjuga KHI
berseberangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tefamgrintah Daerah
yang menekankan pada prinsip desentarlisasi decigapartisipasi seluruh
masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan peremgdehiin khusus lagi

bertentangan dengan UU Nomor 23 tahun 2004 ter{&jr .
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Kelima sebagian isinya bersebrangan dengan sejumlabhurimesh
hukum internasional bagi penegakan dan perlindurigaM, antara lain
Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internasibtentang hak-hak
sipil dan politik (1966), Kovenan Internasional taamy hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya (1966), CEDAW (The ConventiothenElimination of All
Form of Discrimination Against Women) (1979), Dedsi Kairo, dan
Deklarasi dan Program Aksi Wina. KHI harus menyad&an diri dengan isi
dari berbagai ketentuan internasional tersebutgian bertahan lama.

Keenam, sebagaian isinya sudah tidak relevan lagi dengan
perkembangan sosial yang ada, kenyataan budayaarakay Indonesia, dan
gagasan dasarr bagi pembentukan masyarakat beblesa@@avil cociety).

Ketujuh, sebagai hukum Islam adalah perlu membandingkan KHI
dengan hukum keluarga yang ada diberbagai negesiifdlyang lain.

CLD KHI menyoroti beberapa permasalahan salah gatwadalah
nikah beda agama.

Ada 15 item, salah satunya perkawinan beda agame dari definisi

nikah kalo anda baca kitab-kitab figih perkawinakeslar apa itu seks

saja buat saya si itu bukan sakinah, mawahdah,avaah. padahal
tujuan perkawinan kan disebut mitsagan ghalidzamitkoen yang
kuat, membangun apa kebersam&an.

Siti Musdah Mulia dalam tulisannya “muslimah refasin dia
bertanya pada dirinya sendiri, sehubungan denganyadpandangan agama

yang kontroversial dalam merespon pernikahan liaggsna, “selintas muncul

pertannyaan dalam benak saya: masih perlukah kitaghma? Sejujurnya,

6 Wawancaraop.cit.
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itulah pertannyaan yang seringkali mengusik akkiniaini berkenaan dengan
perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap ekar yang melakukan
pernikahan antar agam4.”

Menurut Siti Musdah Mulia mengenai perlunya beragarinahwa
hakikat agama adalah terlihat pada nilai-nilai kesugiaan. Tujuan hakiki
dari semua agama, menurut pendapatnya adalah menmbémusia agar
menjadi baik di segala aspek demi kebahgiaan d@mtkaman manusia itu
sendiri. Salah satu tuntunan agama yang mendasalahadkeharusan
menghormati sesama manusia tanpa melihat jenisnkelayender, ras, suku
bangsa, dan bahkan agama.

D. Istinbath Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Kebolehan Pernikahan
Beda Agama

Dalam masalah pembolehan pernikahan beda agambateeinya
Musdah Mulia tidak mengambil hukum secara langstiaug sumber hukum
yang asli yakni Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kiikan dengan
mentabigkan secara dinamis nash-nash yang teli&bdiasi ulama terdahulu
kepada persoalan yang dicari hukumf/aamun pendapat Musdah Mulia
tidak bisa dibilang seluruhnya keluar dari jalur-@liran dan As-Sunnah
karena Musdah Mulia mengeluarkan kebolehan hukuktahnbeda agama

dengan gaidah fighiyyah dengan demikian produk hukang dihasilkan

7 Siti Musdah Mulia, op.cit., him 52.

8 Dalam masalah pernikahan beda agama ini MusdaliaMuéngkomparasikan dari
berbagai pandangan ulama kemudian mengambil pendagasalah satu ulama yang dianggap
pendapatnya paling sesuai dengan konteks Negaoadsih, pendapat yang dipeganginya adalah
pendapat dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yeemgbolehkan nikah beda agama.
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Musdah Mulia merupakan hasil ijtihad ulama atasreesh Al-quran dan As-
sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtengho dulu.

Dalam pengambilan hukum dalam segala permasalabe@vpinan
Musdah Mulia menyatakan hendaknya memperhatikamsiprprinsip dasar
sebagai berikut:

1. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslaha)

Sesungguhnya syari‘at (hukum) Islam tidak memitijuan lain
kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaarensal falb al-
mashalif) dan menolak segala bentuk kemafsadatam ( al-mafasigl
syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia thjuan-tujuan
kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahgtmashlahay,
keadilan &l-'adl), kerahmatanal-rahmay), dan kebijaksanaa@l¢thikmat).
Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan w&nss dari seluruh
persoalan hukum Islam. la harus senantiasa adadaikiran para ahli
fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyirgpa terhadap
prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita huk Islam®®

2. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender (al-Musawah al-Jinsiyal)

Gender dan seks merupakan dua entitas yang berbigdagender
secara umum digunakan untuk mengidentifikasi pexdedaki-laki dan
perempuan dari segi sosial-budaya, maka seks sewana dipakai untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempudan segi anatomi

biologis. Artinya, gender bukan kategori biologisng berkaitan dengan

19 Siti Musdah Muliapp.cit him. 392.
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hitungan kromosom, pola genetik, struktur genitaglainkan merupakan
konstruksi sosial dan budaya. Sementara seks ni@mpeodrat Tuhan
yang bersifat permanéf.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempudakt perlu
dipersoalkan. Tidak mengapa bahwa karena kodrapmsm@mpuan harus
melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagaiRrgdlem baru
muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebuainimdan ketidakadilan
perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuarsaMia, perempuan
diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bakdglam dunia
domestik dan tidak dalam dunia publik karena dymialik merupakan
area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiéwenangan untuk
menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun madyatra

Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dandegersecara
proporsional. Dari sudut gender, relasi antara-l@ki dan perempuan
mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan leeadiSebab,
ketidakadilan gender di samping bertentangan delsgait Islam, juga
hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi peagmgdslam
dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki pdegampuan
memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di rantaereka
hanyalah kadar ketakwaannya saja. Al-Quran tidaknekankan
superioritas dan inferioritas atas dasar jenisrkla

3. Prinsip Pluralisme (al-Ta addudiyyah

20 |pid.
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Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negarasgargat plural.
Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etras, budaya, dan bahasa
melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan dinkxia tidak
mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusap menyangkut
dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalamgilingkup keluarga
besar seperti masyarakat negara, bahkan dalanupiigduarga, pluralitas
juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasaddedalam dunia
pluralitas.

Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkariutesaja bukan
pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataanligoma tersebut, tetapi
pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diadhbdalam
menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati terhadalpralitas, di samping
bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, jugan akerdampak
kontra-produktif bagi tatanan kehidupan manusiayy@amai.

4. Prinsip Nasionalitas (al-Muwathanah)

Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indodésmagun
bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesiakmgranggotanya
bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetaga paasionalitas.
Dengan perkataan lain, yang menyatukan seluruhavaegara Indonesia
bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nr;1$a'1}n@liuwélthana}n21
Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payahbruh warga

bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkanrijogdslam, bukan

2 |bid. him. 394
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hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakatJavea. Dengan
nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanygavaegara kelas dua.
Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebdgimmiatauahl
al-dzimmaldalam pengertian fikih politik Islam klasik.

5. Prinsip Penegakan HAM (lgamat al-Huquq al-Insaniyal)

Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak wyandiki
manusia karena terberikan kepadanya. Hak asasiungkagpkan segi-
segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijardelam rangka
memartabatkan dan menghormati eksistensi manuseraseituh. Oleh
karena manusia dengan martabatnya merupakan cipliad) maka dapat
dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manksigena diberikan
oleh Allah sendiri. Dengan demikian, hak asasi rs@ngecara otomatis
akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi

Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan gerhacukup
kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah arsst. Dalam
sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk rgakkan hak asasi
manusia, terutama hak kaum mustadh'afin, yang tkadirampas oleh
para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengiémb hak-hak
kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mengkh kelompok-
kelompok yang rentan kehilangan haknya yang pasasi sekalipun.

Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yamg léusahakan
pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negktasing-masing

adalah hak hiduph(fdz al-nafs aw al-hay#t hak kebebasan beragama
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(hifdz al-dir), hak kebebasan berfikihifdz al-'ag), hak propertilfifdz al-
mal), hak untuk mempertahankan nama bdikd¢ al-'irdh), dan hak
untuk memiliki garis keturunarifdz al-nas).?

6. Prinsip Demokrasi (al-Dimugrathiyyah)

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya padap
kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untrigambil
keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar dikatakan
paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran IslAninya, pada dataran
prinsipil antara Islam dan demokrasi tidaklah begegan.

Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejdEmgan
prinsip demokrasi adalalpertama al-musawah(egalitarianism). Bahwa
manusia memiliki derajat dan posisi yang setataadiapan AllahKedua
al-hurriyah  (kemerdekaan). Ketiga al-ukhuwwah (persaudaraan).
Keempatal-'adalah (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi
manusia, baik sebagai individu maupun sebagai daaggmasyarakat-
negaraKelima, al-sy(ra(musyawarahj® Bahwa setiap warga masyarakat
memiliki hak untuk ikut berpartsipasi di dalam wnspublik yang

menyangkut kepentingan bersama.

22 |pid.
2 bid. him. 396.



